BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kegiatan pedagang kaki lima di fasilitas umum Perumahan
Taman Pinang Indah Sidoarjo diperbolehkan dalam Islam, karena jual
beli yang dilakukan para pedagang kaki lima atau pedagang premium
dari segi rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun hal tersebut
menjadi perhatian ketika praktik kegiatan PKL atau pedagang
premium di fasilitas umum sepanjang jalan Perumahan Taman Pinang
Indah membuat kemacetan, lingkungan menjadi kumuh, dan
mengambil hak kenyamanan bagi warga TPI.

2. Analisis sadd al-dharisah terhadap praktik kegiatan pedagang kaki
lima di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo
adalah tindakan preventif yang tepat karena mencegah perbuatan
yang dilarang atau mengarah perbuatan yang timbul kemafsadatan.
karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih luas daripada
dampak positifnya. Yakni menimbulkan kemacetan, lingkungan
menjadi kumuh, dan mengambil hak kenyamanan bagi warga TPI.

Sebagaiaman dampak yang ditimbulkan diterapkan kaidah figih
mengenai sadd al-dhariah bahwa menolak mudarat lebih

diutamakan daripada pencapaian kemaslahatan, maka praktik
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kegiatan PKL hukumnya tidak boleh. Serta sharisah Islam sangat
menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan usaha halal yang
bermanfaat untuk kehidupan mereka, dengan menekankan
kewajiban utama untuk selalu bertawakkal (bersandar/ berserah diri)
dan meminta pertolongan kepada Allah dalam semua usaha yang
mereka lakukan.
B. Saran
Dalam menetapkan suatu aturan sangat sulit untuk mencapai
kemaslahatan secara menyeluruh, namun pemerintah diharapkan dapat
memberikan solusi yang baik dalam penyelesaian masalah demi kesejahteraan
rakyatnya. Oleh karenanya, dalam memenuhi hak PKL, terutama di fasilitas
umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo, pemerintah hendaklah
memberikan alternatif tempat berdagang yang sesuai dengan kebutuhan PKL.
Dalam hal ini pemerintah perlu mempertimbangkan area yang menjadi
alternatif tersebut, agar prospek bisa memberikan penghasilan yang cukup
bagi PKL atau tidak. Dengan pengarahan yang baik dan alternatif yang tepat
akan lebih diterima oleh PKL dibandingkan sekedar memberikan peringatan

dan sanksi.



